BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.724, 2010 KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kearspan.
Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan
yang andal guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik
dan terpercaya, diperlukan pedoman pengelolaan kearsipan di
lingkungan Kemhan yang sesual dengan prinsip, kaidah, dan
standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh satu sistem
kearsipan yang andal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pertahanan tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2964) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
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tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal
27 September 2010 tentang Organisas dan Tata Kerja
Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PEDOMAN KEARSIPAN Dl LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  TENTARA
NASIONAL INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:
1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbaga bentuk dan
media sesual dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisas politik, organisas
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.

4. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan
tidak tergantikan apabilarusak atau hilang.

5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus menerus.

6. Arsipinaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
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Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesgarahan,telah habis retensinya dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikas baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional RI dan/atau lembaga kearsi pan.

Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan dan
keamanan dan keselamatannya.

Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Arsiparis adalah seseorang yag memiliki kompetens di bidang kearsipan
yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungs, tugas, dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan.

Akses arsp adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hukum dan otorisass legal serta keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah
lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di
Ibukota negara.

Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan
organisas perguruan tinggi, balk negeri maupun Swasta  yang
melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan
perguruan tinggi.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunya kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip dinamis.

Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Preservasi Arsip adalah pemeliharaan atau pelindungan arsip.

Jadwal Retens Arsip yang selanjutnya disingkat JRA, adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retens, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendas tentang penetapan suatu
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jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali atau yang dipermanenkan
yang dipergunakan sebagal pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna, penyerahan arsip statis kepada
lembaga kearsi pan.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem
kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana
dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara
efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan
pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara
efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisis, pengolahan, preservas,
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem
kearsipan nasional.

Akuisis arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada
lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip
statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan.

Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu
sissem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai
komponen yang memiliki fungs dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku
serta unsur lainnya yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan
kearsipan secaranasional.

Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang disingkat dengan SIKN adalah
sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang
menggunakan saranajaringan informas kearsipan nasional.

Jaringan Informasi Kearsipan Nasiona yang selanjutnya disingkat JIKN
adalah sstem jaringan informas dan sarana pelayanan arsip secara
nasional yang dikelola oleh ANRI.

Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar
berisi arsip yang memiliki nila guna kesgarahan bak yang telah
verifikas secara langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga
kearsipan serta diumumkan kepada publik.
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Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berasaskan :

a

kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan
berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara,
hal ini memenuhi penergpan asas supremasi hukum yang menyatakan
bahwa setigp kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum
yang berlaku;

keautentikan dan keterpercayaan, yaitu penyelenggaraan kearsipan harus
berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga
dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas;

keutuhan, yaitu penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan
arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informas
maupun fistknya yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan
arsip;

asal-usul, yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola
dalam satu kesatuan pencipta arsip (provenance), tidak dicampur dengan
arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat
pada konteks penciptaannya;

aturan adli, yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata
sesual dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan
pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
penciptaarsip;

keamanan dan keselamatan, keamanan yaitu penyelenggaraan kearsipan
harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran
dan penyalahgunaan informasi olen pengguna yang tidak berhak,
kesedlamatan yaitu penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin
terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan alam
maupun perbuatan manusia;

keprofesionalan, yaitu penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh
sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetens di
bidang kearsipan;
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